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PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA 

TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2021 

 

 

Oleh : 

Maria Octavia Usitake Wokal 

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan  

 

ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menginterpretasikan kinerja 

keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018-2021 

yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, 

dan derajat desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik dokumentasi 

untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 

berdasarkan rasio kemandirian memiliki kategori rendah dengan pola hubungan 

konsultatif, rasio efektivitas memiliki kategori cukup efektif, rasio efisiensi 

memiliki kategori tidak efisien, rasio pertumbuhan mengalami kenaikan dalam 

dua tahun dan mengalami penurunan dalam satu tahun, rasio derajat desentralisasi 

memiliki kategori sedang. Secara umum, kinerja keuangan pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur dinilai kurang baik dalam mengelola APBD-nya.  

 

 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, 

Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi.  
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ASSESSMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT 

OF EAST NUSA TENGGARA FOR FISCAL YEAR  2018-2021 

 

 

By: 

Maria Octavia Usitake Wokal 

D4 Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

This study aims to measure and interpret the financial performance of the East 

Nusa Tenggara Provincial government for the 2018-2021 fiscal year which is 

assessed based on the ratio of independence, effectiveness, efficiency, growth, and 

degree of decentralization. The type of research used is quantitative research with 

a descriptive approach and uses documentation techniques to collect data. The 

data used in this study is secondary data in the form of a report on the realization 

of the East Nusa Tenggara Provincial government’s budget for 2018-2021. The 

results of this study indicate that the financial performance of the government of 

East Nusa Tenggara Province in 2018-2021 based on the independence ratio has 

a low category with a consultative relationship pattern, the effectiveness ratio has 

the moderately effective category, the efficiency ratio has the inefficient category, 

the growth ratio has increased in two year and decreased in one year, the ratio of 

the degree of decentralization is in the moderate category. In general, the 

financial performance of the East Nusa Tenggara provincial government is 

considered to be poor in managing its regional budget.  

 

 

Keywords : Regional Financial Performance, Independence, Effectiveness, 

Efficiency, Growth, Degree of Decentralization.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah sebagai suatu organisasi memiliki wewenang untuk menyusun 

serta melaksanakan peraturan perundang-undangan di suatu wilayah tertentu, 

memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. 

Pemerintah akan melakukan berbagai cara agar semua masyarakat di wilayahnya 

hidup sejahtera. Namun dengan wilayah Indonesia yang sangat luas ini, 

pemerintah pusat tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga 

mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan.  

Oleh karena itu pemerintah pusat terbagi menjadi pemerintah daerah, dengan 

tujuan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan di masyarakat. Terjadinya 

transfer kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah ini, melahirkan otonomi 

daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian 

dilakukan perbaikan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus 

sendiri kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan dari pemerintah pusat tidak 

hanya mengatur mengenai bagaimana melayani masyarakatnya. Namun, juga 

mengenai bagaimana upaya untuk mencukupi kebutuhan daerahnya di bagian 

keuangan (Soraida, 2022).  

Adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, 

agar dapat meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah 

serta mengecilkan ketergantungan terhadap pihak luar (Fadhilah, A. N, Tohari, A., 

dan Zaman, B., 2022). Otonomi daerah membantu pemerintah daerah agar dapat 

melihat segala permasalahan dan keperluan di wilayahnya, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan 

kesejahteraan secara menyeluruh.  

Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan tiap daerah menyiapkan beberapa 

aspek pendukungnya. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya keuangan 
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dan sarana prasarana. Dalam rangka pelaksanaannya, suatu daerah dikatakan 

mampu jika dapat menggali berbagai sumber pendapatan agar meminimalisir 

ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat.  

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tercermin 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang 

ditetapkan dapat disesuaikan dengan kesanggupan dan potensi daerah tersebut. 

Kinerja terhadap APBD perlu diukur agar dapat diketahui apakah pengelolaannya 

telah berjalan dengan semestinya. Selain untuk mengukur,  dapat juga dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan patokan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

di tahun berikutnya (Zuhri & Soleh, 2016).  

Penyerapan APBD menjadi topik yang selalu dibahas ketika mendekati akhir 

tahun anggaran, dikarenakan tingkat penyerapan anggaran daerah yang masih 

rendah. Hal ini terlihat saat Kemenkeu bersama Kemendagri membahas mengenai 

realisasi APBD 2021 yang rendah serta melakukan evaluasi dan upaya untuk 

mendorong percepatan realisasi APBD. Upaya yang dilakukan ialah dengan 

mengirimkan tim gabungan ke daerah-daerah yang serapan anggarannya masih 

rendah (Watra, 2021). Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah 

yang penyerapan APBD-nya masih rendah bahkan ketika sudah memasuki bulan 

desember, penyerapan APBD belum mencapai target (Rambu, 2021). Oleh karena 

itu, Kemendagri menurunkan tim gabungan yang terdiri dari pejabat dan staf 

Direktoral Jenderal (Ditjen), Bina Keuangan Daerah (Keuda), dan Inspektorat 

Jenderal (Itjen) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nurrahman, 2022).  

Rendahnya realisasi APBD ini terjadi baik dari segi pendapatan dan belanja. 

Kondisi ini bisa dilihat pada tabel realisasi pendapatan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur berikut ini : 

 

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi NTT Tahun 2018-2021 

Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Presentase 

Anggaran Realisasi 

2018 1.090.450.085.602,00 1.095.269.978.577,22 100,44 % 

2019 1.345.841.709.148,00 1.258.958.953.288,30 93,54 % 

2020 1.465,773.875,091,00 1.166.570.596,936,49 79,59 % 
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2021 1.672.063.318.672,00 1.238.032.648.888,51 74,04 % 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT Tahun 2018-2021 (data diolah) 

 

Pada tabel di atas, realisasi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami 

penurunan berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 PAD 

terealisasi melebihi target yaitu sebesar 100,44 %. Lalu tahun 2019 PAD yang 

terealisasi menurun menjadi 93,54%. Selanjutnya tahun 2020 kembali terjadi 

penurunan yang drastis yaitu menjadi 79,59%. Lalu pada tahun 2021 PAD yang 

terealisasi juga menurun menjadi 74,04%.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal 

menggali potensi-potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah. Sehingga 

menyebabkan pemerintah daerah masih sangat membutuhkan bantuan dari pihak 

luar. Terlihat dari total pendapatan transfer Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 

pemerintah pusat lebih tinggi daripada pendapatan asli daerah.  

Realisasi PAD yang rendah disebabkan karena menurunnya penerimaan dari 

pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah akibat dampak dari pandemi 

Covid-19 (CNNews, 2021). Pendapatan pajak mengalami penurunan akibat masih 

banyak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini 

disampaikan oleh Alex Lumba sebagai Kepala Badan Aset dan Pendapatan Nusa 

Tenggara Timur (Jehola, 2021).  

Selain dari segi realisasi pendapatan daerah yang rendah, realisasi belanja 

Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terbilang rendah dari tahun 2018-2021. Hal 

ini bisa terlihat pada tabel realisasi belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 

2018-2021 di bawah ini :  

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2018-2021 

Tahun  Belanja Daerah Presentase 

Anggaran Realisasi 

2018 4.701.140.309.467,00 4.415.586.584.477,67 93,93 % 

2019 5.222.406.123.824,55 4.758.379.563.095,30 91,11 % 

2020 5.821.414.084.033,00 5.290.121A84.382,14 90,87 % 

2021 6.880.672.335.906,00 5.508.767.906.132,69 80,06 % 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT Tahun 2018-2021 (data diolah) 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran belanja Provinsi 

Nusa Tenggara Timur menurun dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 realisasi 

belanja sebesar 93,93%. Lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 91,11%. 

Tahun 2020 juga menurun menjadi 90,87%. Kemudian pada tahun 2021 realisasi 

belanja menjadi 80,06% yang berarti telah terjadi penurunan dari tahun 

sebelumnya. Namun apabila dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

158, kinerja penganggaran dikatakan baik jika mempunyai persentase penyerapan 

anggaran minimal 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran pada 

Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dapat dimanfaatkan secara maksimal atau 

masih rendah.  

Tingkat serapan yang rendah pada anggaran belanja Provinsi Nusa Tenggara 

Timur berasal dari belanja barang dan jasa yang menurun sebagai akibat 

banyaknya pengadaan barang dan jasa yang terhambat kendala administrasi 

sebagai dampak dari refocusing APBD (Kabar NTT, 2021). Selain itu juga 

dikarenakan banyaknya proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang tertunda, 

karena pandemi Covid-19 (Bank Indonesia, 2021a).  

Serapan APBD yang rendah ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak tercapainya target realisasi anggaran 

menyebabkan berkurangnya kegunaan belanja, banyaknya dana yang menganggur 

karena tidak digunakan dengan maksimal. Kondisi ini berdampak secara langsung 

kepada masyarakat, sebab tidak terlaksananya program yang sudah direncanakan. 

Diantaranya program pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, 

dan lainnya. Dampak lainnya adalah dapat mengurangi jumlah lapangan kerja 

sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah banyak.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2020, pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan kegiatan 

pemerintahannya dengan berlandaskan pada asas otonomi, dan berkewajiban 

menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan ini 

merupakan suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat, agar masyarakat dapat 

mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Halim (2014) cara untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah 

menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio 
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kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan rasio derajat desentralisasi. 

Hasil analisis tersebut kemudian dipakai untuk menilai efektivitas dan efisiensi 

dalam merealisasikan PAD, tingkat kemandirian keuangan untuk menjalankan 

otonomi daerah, seberapa besar kontribusi PAD terhadap penyelenggaraan 

otonomi daerah, serta meninjau pertumbuhan penerimaan pendapatan dan 

pengeluaran dalam suatu periode.  

Penelitian terdahulu oleh Marliani (2022) mengenai Analisis Kinerja 

Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020,  menjelaskan 

bahwa rasio kemandirian keuangan daerahnya berkategori rendah dan berpola 

konsultatif. Rasio derajat desentralisasi berkriteria kurang, rasio efektivitas PAD 

sangat efektif, rasio efisiensi belanja dengan kriteria efisien. Sedangkan penelitian 

Yulinchton, Ariani, dan Triwahyuningtyas (2022) tentang Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019, menjelaskan 

bahwa rasio kemandirian berpola instruktif. Rasio efektivitas berkriteria tidak 

efektif, rasio pertumbuhan berpola fluktuatif, rasio keserasian dengan kondisi 

tidak seimbang, serta rasio desentralisasi fiskal dengan kriteria rendah.  

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan sampel yang berbeda dan hasilnya 

juga tidak tetap, sehingga penilaian kinerja pemerintah daerah perlu diteliti lebih 

lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk 

menilai kinerja keuangan dengan judul “Penilaian Kinerja Keuangan 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2021”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja yang rendah. Rendahnya realisasi pendapatan disebabkan 

oleh pendapatan dari pajak dan retribusi yang menurun akibat pandemi Covid-19, 

serta lemahnya pengelolaan aset. Sedangkan rendahnya realisasi belanja 

disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa yang terhambat dan banyak proyek 

infrastruktur yang tertunda. Dampak dari rendahnya serapan APBD ini 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebab banyak program tidak 

terealisasi. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu : 

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

tahun 2018-2021 apabila dinilai menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi? 

2. Bagaimana hasil penilaian pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tahun 2018-2021?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

yaitu : 

1. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

tahun 2018-2021 yang dinilai menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi. 

2. Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja keuangan pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan di 

bidang akuntansi sektor publik terkhususnya untuk menganalisis kinerja 

keuangan pemerintahan daerah, dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan evaluasi untuk 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pemerintahan lainnya, dan 

menjadi tolak ukur dalam pembuatan kebijakan di periode selanjutnya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab di antaranya yaitu pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup, 

yang dijelaskan di bawah ini : 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang untuk menerangkan alasan dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Terdiri dari teori-teori dasar yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, 

penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.  

 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data.  

 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan tentang gambaran umum dan analisis kinerja keuangan pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

 

BAB 5 : PENUTUP 

Terbagi menjadi dua yaitu kesimpulan mengenai hasil penelitian yang sudah 

dilakukan serta saran bagi penelitian selanjutnya.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan disampaikan di atas, 

maka ditarik kesimpulannya adalah : 

1. Penilaian kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

periode anggaran 2018-2021 bertujuan untuk mengukur serta 

menginterpretasikan hasil yang diraih selama tahun tersebut. Hasil 

pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 

2018-2021 berdasarkan rasio kemandirian memiliki rata-rata 28,91% dan 

berkategori rendah, serta mempunyai pola hubungan konsultatif. 

Rendahnya rasio kemandirian ini dikarenakan tingginya pendapatan 

transfer dari pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik serta adanya penyaluran dana 

untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain dari pendapatan 

transfer, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan 

pinjaman ke PT Bank NTT dan PT SMI. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya memiliki sedikit 

kemampuan untuk menjalankan otonomi daerahnya, dan masih 

membutuhkan bantuan dari pihak luar.  

b. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 

2018-2021 berdasarkan rasio efektivitas memiliki rata-rata 86,90% yang 

berkategori cukup efektif. Ini dikarenakan penerimaan PAD berupa pajak 

daerah dan retribusi tidak terealisasi sepenuhnya sesuai target yang 

ditetapkan. Penyebabnya adalah penjualan kendaraan bermotor menjadi 

lesu, masih banyak yang belum membayar pajak terutama PKB, serta 

menurunnya pendapatan retribusi dari pasar, tempat-tempat wisata dan 

berbagai jenis perizinan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Ini berarti 

secara umum pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup efektif 

dalam merealisasikan PAD.  



39 

 

 
 

Politeknik Negeri Jakarta 

c. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 

tahun 2018-2021 berdasarkan rasio efisiensi memiliki rata-rata 102,45% 

yang berkategori tidak efisien. Ini dikarenakan tingginya belanja modal 

yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur beberapa bendungan, 

tingginya belanja pegawai sebagai akibat meningkatnya UMP, serta 

belanja hibah yang turut meningkat seiring meningkatnya penerima PKH. 

Selain itu, belanja tak terduga juga meningkat yang dialokasikan untuk 

Jaminan Pengaman Sosial (JPS) serta untuk pembenahan ekonomi 

sebagai efek pandemi Covid-19. Tingginya rasio efisiensi menunjukkan 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum maksimal untuk 

menggali sumber pendapatan, dan dalam mengefisiensikan biaya yang 

dikeluarkan. Hal ini terlihat dari jumlah belanja yang dibelanjakan lebih 

tinggi dibanding pendapatan yang diperoleh.  

d. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 

2018-2021 berdasarkan rasio pertumbuhan memiliki rata-rata 3,23%. 

Rasio ini memiliki tren yang fluktuatif, dengan rasio tertinggi berada 

pada tahun 2019. Tingginya rasio pertumbuhan disebabkan oleh 

meningkatnya penerimaan PAD dari PKB, BBNKB, PBBKB, pajak 

rokok, serta retribusi daerah khususnya sektor pariwisata. Rasio 

pertumbuhan cenderung bersifat positif selama tiga tahun dan mengalami 

pertumbuhan negatif pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan perekonomian 

sedang lemah karena pandemi Covid-19, dan akhirnya mengakibatkan 

rendahnya penerimaan pendapatan baik dari pajak daerah maupun dari 

retribusi daerah.  

e. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 

tahun 2018-2021 berdasarkan rasio derajat desentralisasi memiliki rata-

rata 22,81% dan berkategori sedang. Ini dikarenakan selama tahun 

tersebut terjadi kenaikan dan penurunan dalam penerimaan PAD. 

Penurunan PAD bersumber dari retribusi dinas pertanian dan ketahanan 

pangan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, serta rendahnya 

penerimaan dari BLUD SPAM Kupang. Sedangkan kenaikan PAD 

bersumber dari penerimaan PKB, retribusi, serta pendapatan dari BLUD 
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RSUD Dr.W.Z.Johannes Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai memiliki 

kemampuan cukup dalam menyelenggarakan desentralisasi.  

2. Secara umum apabila dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, 

pertumbuhan, dan derajat desentralisasi kinerja keuangan pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur dinilai kurang baik dalam mengelola APBD-nya.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas, saran pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  

a. Berdasarkan rasio kemandirian, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur perlu untuk mengurangi ketergantungan kepada dana transfer dari 

pihak luar, dengan cara meningkatkan PAD berupa pajak dan retribusi 

daerah. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan 

bermotor, mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana 

pungutan yang belum memadai, melakukan penagihan atas tunggakan-

tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta mendorong SKPD untuk 

mengoptimalkan potensi pungutan retribusi dan pemanfaatan aset daerah.  

b. Berdasarkan rasio efektivitas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

perlu untuk meningkatkan realisasi PAD terutama pada pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah yang rata-rata belum mencapai target yang 

ditentukan. Dapat dilakukan dengan meningkatkan penyertaan modal 

dengan BUMD dan perusahaan swasta guna mendapatkan bagian laba 

dan dividen.  

c. Berdasarkan rasio efisiensi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

perlu untuk memanfaatkan dana belanjanya dengan maksimal sesuai 

dengan kebutuhan di daerahnya. Selain itu, pemerintah sebaiknya 

merancang strategi dengan baik dan tepat untuk penggunaan anggaran 

belanjanya dengan memprioritaskan belanja yang sangat dibutuhkan 
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sehingga tidak terjadi pemborosan dana dan tepat sasaran untuk memicu 

aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

d. Berdasarkan rasio pertumbuhan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur perlu untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan di periode 

selanjutnya dengan lebih menggali sumber-sumber pendapatan yang 

potensial terutama pada sektor pariwisatanya. Dapat dilakukan dengan 

cara meningkatkan fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan), 

ketersediaan restoran dan rumah makan, tempat souvenir dan belanja, 

serta meningkatkan fasilitas transportasi sebab akses ke beberapa objek 

wisata masih sulit. Peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan 

sehingga dapat memaksimalkan kepuasan wisatawan agar dapat memberi 

kesan positif kepada calon wisatawan lainnya.  

e. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi, pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur perlu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya di 

antaranya adalah pendapatan pajak dari PKB, BBNKB, PBBKB, pajak 

rokok, dan pajak air. Retribusi daerah dari retribusi jasa usaha, jasa 

umum, dan perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dari penyertaan modal kepada BUMD dan perusahaan swasta. 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari hasil penjualan aset 

daerah yang tidak dipisahkan seperti jasa giro, bunga, denda atas 

keterlambatan dilakukannya kegiatan, serta pendapatan pengembalian 

dari BLUD.  

2. Bagi penelitian selanjutnya yang juga menggunakan topik penelitian 

penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, diharapkan untuk 

menambahkan sumber penelitian berupa data primer yang dilakukan 

menggunakan teknik wawancara, agar dapat memperoleh informasi-informasi 

secara langsung dari pihak yang terkait, sehingga hasil penelitiannya lebih 

akurat. Selain itu juga dapat menggunakan lebih banyak rasio sebagai alat 

pengukuran kinerja keuangan, seperti rasio pertumbuhan belanja operasi dan 

rasio pertumbuhan belanja modal serta menambahkan analisis non-keuangan 

untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola APBD.   
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